
 

 

PEMERINTAH  PROVINSI  GORONTALO 
 

 

PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO 

NOMOR  05  TAHUN 2007 
 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN 

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH   

PROVINSI GORONTALO 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR GORONTALO, 

Menimbang  : a. bahwa untuk efisiensi dan efektifitas kelembagaan sebagai 

upaya dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (good 

governance) perlu penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja 

Perangkat Daerah;  

   b. bahwa kelembagaan pemerintahan daerah diarahkan untuk 

menjadi organisasi yang solid dan mampu berperan sebagai 

wadah bagi pelaksanaan fungsi - fungsi kebijakan pemerintah 

sesuai dengan visi dan misi; 

   c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada 

huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah 

Provinsi Gorontalo  tentang Pembentukan Organisasi dan Tata 

Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah Provinsi Gorontalo; 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3890); 

 



 
 
 

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan 

Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia    

Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4060); 
   

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4287);    

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 4437) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang 

Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai 

Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia        

Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3952); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, tentang 

Pendidikan dan Pelatihan Jabatan PNS (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019); 
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9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, tentang 

Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 

tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, tentang Pedoman 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4262); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang 

Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri 

Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003         

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4263); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana 

Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4405); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesiai Tahun 2005 

Nomor  165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4593); 
 

 

 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI GORONTALO 

dan 

GUBERNUR GORONTALO 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO TENTANG 

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH 

DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI 

GORONTALO   
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

  Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:   

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Gorontalo. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas 

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-

luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur,  Bupati, atau Walikota, dan 

perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah. 

4. Kepala Daerah adalah Gubernur Gorontalo. 

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjewan utnya disebut 

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur 

penyelenggara pemerintahan daerah. 

6. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Kepala 

SKPD adalah Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan Pemerintah 

Provinsi Gorontalo. 

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo. 

8. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Gorontalo. 
 

BAB II 

SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI 

Bagian Kesatu 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi 

Pasal 2 

Sekretariat Daerah Provinsi merupakan Unsur staf Pemerintah Daerah 

yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah Provinsi yang berada 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Daerah. 
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Pasal 3 

Sekretariat Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam 

melaksanakan tugas Penyelenggaraan Pemerintahan, administrasi, 

organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administratif 

kepada seluruh Perangkat Daerah. 
  

Pasal 4 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 

Sekretariat Daerah mempunyai fungsi mengkoordinasikan perumusan 

kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi  : 

a. pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah; 

b. penyelenggaraan administrasi pemerintahan; 

c. pengelola sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana 

Pemerintah Daerah; 

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 
 

Bagian Kedua 

Susunan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi  

Pasal 5 

(1) Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas  : 

a. Sekretaris Daerah. 

b. Asisten terdiri dari : 

1. Asisten Pemerintahan; 

2. Asisten Pembangunan. 

c. Biro terdiri dari : 

1. Biro Pemerintahan; 

2. Biro Hukum dan Organisasi; 

3. Biro Pengendalian Pembangunan dan Ekonomi; 

4. Biro Pemberdayaan Perempuan dan Kesejahteraan Rakyat. 

5. Biro Umum dan Humas; 

(2) Struktur organisasi Sekretariat Daerah adalah sebagaimana 

tercantum pada lampiran Peraturan Daerah ini. 
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